PANCACITA

MAKLUMAT BERSAMA
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH ACEH

SEHUBUNGAN DENGAN MARAKNYA KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN MELIPUTI MERKURI/AIR RAKSA ATAU SIANIDA PADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH ACEH YANG
MENGAKIBATKAN PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SEHINGGA MENGANCAM KELANGSUNGAN PRIKEHIDUPAN MANUSIA
DAN MAKHLUK HIDUP LAINNYA.

DENGAN INI KAMI INGATKAN DAN SERUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENAATI KETENTUAN
SEBAGAI BERIKUT:

1. SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN, SEGERA MENGHENTIKAN KEGIATAN
PENAMBANGAN.

TINDAKAN PIDANA :

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PASAL 158 “SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA PALING
BANYAK RP. 100.000.000.000,00 (SERATUS MILIAR RUPIAH)”.

PASAL 161 “SETIAP ORANG YANG MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN, DAN/ATAU PEMURNIAN, PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN,
PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN/ATAU BATUBARA YANG TIDAK BERASAL DARI PEMEGANG IZIN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA)
TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 100.000.000.000,00 (SERATUS MILIAR RUPIAH)”.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PASAL 98 “SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN, BAKU MUTU AIR, BAKU
MUTU AIR LAUT, ATAU KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 10
(SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT RP. 3.000.000.000,00 (TIGA MILIAR RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP. 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH)”.

PASAL 109 “SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1
(SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR) DAN PALING BANYAK RP. 3.000.000.000,00 (TIGA MILIAR
RUPIAH)".

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

PASAL 89 “ORANG PERSEORANGAN YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN MEMBAWA ALAT-ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT-ALAT LAINNYA
YANG LAZIM ATAU PATUT DIDUGA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN/ATAU MENGANGKUT HASIL TAMBANG DI DALAM KAWASAN
HUTAN TANPA IZIN MENTERI, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN SERTA PIDANA DENDA
PALING SEDIKIT RP. 1.500.000.000,00 (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP. 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH).

PASAL 90 “ORANG PERSEORANGAN YANG DENGAN SENGAJA MENGANGKUT DAN/ATAU MENERIMA TITIPAN HASIL TAMBANG YANG BERASAL DARI KEGIATAN
PENAMBANGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN
SERTA PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP. 1.500.000.000,00 (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP. 5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH)”.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

PASAL 78 “SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEGIATAN PENYELIDIKAN UMUM ATAU EKSPLORASI ATAU EKSPLOITASI BAHAN TAMBANG DI DALAM KAWASAN
HUTAN TANPA IZIN MENTERI, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR
RUPIAH).

2. SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENGADAAN, PENYIMPANAN, PEREDARAN/JUAL-BELI SERTA PENGGUNAAN MERKURI/AIR
RAKSA (Hg) DAN SIANIDA (CN) TANPA IZIN, SEGERA MENGHENTIKAN KEGIATANNYA.

3. FORKOPIMDA KABUPATEN/KOTA UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM MEMANTAU, MENGAWASI DAN MENGAMBIL TINDAKAN
TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA WILAYAH MASING-MASING.

4. SEGERA MENGHENTIKAN PETI DAN MENGOSONGKAN/MENGELUARKAN ALAT YANG BERKAITAN DENGAN AKTIVITAS DIMAKSUD
PALING LAMA TANGGAL 17 AGUSTUS 2026, DAN JIKA MASIH TERDAPAT AKTIVITAS BESERTA PERALATAN PENAMBANGAN, AKAN
DIAMBIL TINDAKAN PERSUASIF, PREVENTIF DAN PENEGAKAN HUKUM SECARA TEGAS TERHADAP SETIAP PELAKU, PENYANDANG
DANA, PENADAH MAUPUN PIHAK LAIN YANG TERLIBAT DALAM AKTIVITAS PETI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

DEMIKIAN MAKLUMAT BERSAMA INI DIKELUARKAN UNTUK DILAKSANAKAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB
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